SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMUJU

NOMOR 113 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Menimbang

Mengingat

SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan

pelayanan publik di bidang perizinan dan non
perizinan secara efektif, efisien, transparan
dan akuntabel dengan memanfaatkan
teknologi informasi, perlu disusun pedoman
penggunaan sertifikat elektronik;

.bahwa dalam penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu wajib menyelenggarakan
sistem elektronik secara handal dan aman
serta bertanggung jawab;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju
tentang Pedoman Penggunaan Sertifikat
Elektronik pada Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mamuju.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahunl1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 1822);

.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4422 );



3. Undang-Undang Nomor S Tahun 2007

tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Serta
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5952);

.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi  Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang  Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6400) ;

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar
Pelayanan ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1432);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang  Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Beritan Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956);

19. Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten
Mamuju Tahun 2016 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);

21. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan = Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Mamuju (Berita Daerah
Tahun 2019 Nomor 744).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
PADA PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MAMUJU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

2. Bupati adalah Bupati Mamuju.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Mamuju.
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. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mamuju.

. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik.

. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau
media elektronik lainnya.

.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),
surat elektronik (electronik mail, telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.

. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Sertifikat Elektronik adalah Sertifikat yang bersifat Elektronik
yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi
elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi
elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat
verifikasi dan autentikasi.

Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi,
kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan
dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan
Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari
perkembangan Teknologi Informasi.

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang
dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh
Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan
Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik.
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(1)

(2)

(1)

Penanda Tangan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah Badan Hukum yang
berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya yang memberikan
dan mengaudit sertifikat elektronik.

Aplikasi Perizinan adalah Aplikasi yang digunakan dalam proses
penerbitan izin dan non izin di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan
Usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian
penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM
adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman penggunaan sertifikat elektronik
ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam
menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi pada
pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Penggunaan sertifikat elektronik pada pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan di DPMPTSP bertujuan untuk mendukung
kelancaran, efektifitas dan efisiensi penyelenggara pelayanan
perizinan.

BAB III
PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Pasal 3

Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan DPMPTSP yaitu Tanda Tangan Elektronik
tersertifikasi.



(2)

(3)

(1)

(2)

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayat (1) dibuat oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang
dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh
Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan
Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik.

Bentuk Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu tanda tangan yang terdiri atas
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat
verifikasi dan autentikasi.

Pasal 4

Sertifikat Elektronik adalah tanda tangan elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 merupakan persetujuan Kepala Dinas
atas penerbitan Perizinan dan Non Perizinan serta surat — surat
lainnya untuk kepentingan dinas.

Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :

a. identitas penandatangan;

b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Pasal 5

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan atribut
hukum yang sah jika :

a.

b.

(1)

(2)

data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada
penandatangan;

data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses
penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
persetujuan terhadap izin dan non izin serta surat — surat dinas
lainnya dilakukan Kepala Dinas.

Pasal 6

Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan, seluruh dokumen
Perizinan dan Non Perizinan serta surat — surat dinas lainnya
telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses verifikasi Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat
dilakukan dengan pengecekan informasi melalui aplikasi
perizinan maupun secara manual.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 20 Nov 2019

BUPATI MAMUJU,
ttd
H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 20 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
ttd
H.SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NO 777

Disalin sesuai aslinya






